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IVV. Abstract

The author took the title of the tightening of Granting Remission to
the perpetrators of the crime of narcotics After the enactment of
Government Regulation No. 99, 2012 with the right backgrounds remissions
of the inmates tightened about terms and procedures granting remission after
he set up a government regulation no.99, 2012. Qutline of the problems
discussed about how the procedure of granting remission to the perpetrators
of the crime of narcotics after the enactment of Government Regulation
No0.99, 2012. The research method used with this type of normative,
research and data were analyzed qualitatively and use deductive method of
though. Based on data obtained produce research results that the granting of
remission procedurs againts the perpetrators of crime of narcotics tightened
after the enactmentof Government Regulation No0.99, 2012, the perpetrators
of crime of narcotics that are convicted of most short 5 years, must be
willing to cooperate with law enforcement agencies to dismantle things that
he had done the crime stated in Justice Collaborator, and the process of
filing the proposed remission should be up to the General Director of
Prisons.

Keyword: remission, perpetrators of the crime of narcotics, Government
Regulation No. 99, 2012, justice collaborator.

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah
Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan mengatur mengenai hak-hak dari narapidana, yang salah



satunya adalah mendapatkan remisi. Remisi merupakan pengurangan masa
pidana yang diberikan kepada narapidana dengan memenuhi persyaratan
tertentu, yakni berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya. Pada
tanggal 28 Juli 2006, diundangkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama dari Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang mengatur tentang syarat dan tata
cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Pada awalnya dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, narapidana semua
diperlakukan sama dalam hal pemberian remisi, akan tetapi setelah
munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, mulai terlihat
adanya pembedaan dalam pemberian remisi bagi narapidana umum dengan
narapidana khusus, seperti narapidana narkotika.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dipandang belum
mencerminkan seutuhnya kepentingan mengenai keamanan, ketertiban
umum, dan rasa keadilan, oleh karena itu pada tanggal 12 November 2012,
diundangkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 12 sebagai perubahan kedua
dari Peraturan Nomor 32 Tahun 1999. Peraturan Pemerintah terbaru ini,
justru menimbulkan permasalahan baru, yakni adanya pengajuan gugatan
uji materi terhadap Peraturan Pemerintah tersebut ke Mahkamah Agung
oleh Yusril Ihza Mahendra karena dianggap bertentangan dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan. Selain itu, kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta pun menjadi
bukti bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012
dinilai tidak manusiawi, tidak adil, tidak rasional, dan tidak sejalan dengan
konsep pemasyarakatan yang merupakan lembaga pembinaan bagi pelaku

kejahatan agar siap kembali terjun dalam masyarakat.

! http://indonesaya.wordpress.com/tag/diskriminatif-dalam-implementasi-peraturan-pemerintah-
pp-nomor-99-tahun-2012/, Fransisca Tambunan, Diskriminatif dalam Implementasi Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga
Binaan Pemasyarakatan dalam hal Pengetatan Remisi, 26 Februari 2014.




B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka
dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
Bagaimanakah prosedur pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana
narkotika setelah berlakunya Peraturan Pemerintan Nomor 99 Tahun
20127
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Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian pada bab

sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:



Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
2012 oleh pemerintah, maka yang terkena pengetatan pemberian remisi ini adalah
pelaku tindak pidana narkotika yang dipidana paling singkat 5 tahun, dan yang
termasuk kategori tersebut adalah mereka yang merupakan bandar dan pengedar .
Bentuk dari pengetatan pemberian remisi ini, terdapat dalam syarat maupun
prosedur pemberiannya, yang mana Syarat tersebut adalah kesediaan untuk
bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana
yang dilakukannya, yang dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi
penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau
yang disebut dengan Justice Collaborator. Sedangkan prosedur pemberiannya,
semakin sulit karena pengusulan remisi tersebut harus sampai kepada Direktur
Jenderal Pemasyarakatan, yang berkedudukan di pusat yaitu Provinsi DKI Jakarta.
Dapat diketahui juga dari hasil wawancara dengan Kasubsi Lapas Kelas 1A
Wirogunan, bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99
Tahun 2012 ini ternyata menjadi shock therapy bagi narapidana di Lapas
Wirogunan karena persyaratan serta prosedur pemberian remisi, terkhusus bagi
narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana khusus, seperti tindak
pidana narkotika. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya di Lapas Wirogunan ini,
tidak terdapat kendala-kendala karena para narapidana khususnya yang
melakukan tindak pidana narkotika ini, tetap mengikuti ketentuan yang telah ada
dalam peraturan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
2012. Secara substansi, dengan adanya Peraturan Pemerintan Nomor 99 Tahun
2012 ini sudah merupakan langkah yang baik dalam penegakan hukum di bidang
tindak pidana narkotika, akan tetapi secara yuridis, keberadaan Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini bertentangan dengan aturan hukum yang
lebih tinggi darinya, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1995 tentang Pemasyarakatan yang secara khusus dalam Pasal 5 butir b yang
membahas tentang adanya asas kesamaan, yang berarti juga bertentangan dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan dan asas hukum yakni, asas Lex superior derogat legi



inferiori, yang berarti hukum yang tingkatnya lebih tinggi mengesampingkan

hukum yang lebih rendah sepanjang mengatur hal yang sama.
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